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ABSTRACT

Governance activities in Indonesia are increasing. One of the significant
things is the increase in infrastructure in various regions. An example of
infrastructure development to accelerate the economy and realize equitable
national development is infrastructure development in the form of the Yogyakarta-
Bawen toll road. In this development, relatively large land availability is needed,
therefore the government as the organizer carries out land acquisition activities
involving landowners. In the implementation of land acquisition activities for
development for the public interest, it is common for problems to occur, especially
in Sriwedari Village and Keji Village, such as problems related to file
completeness, field measurement and land valuation.

The purpose of the research is to find out the problems faced and the
solutions provided at the implementation and handover stages of the results of land
acquisition for the Yogyakarta - Bawen Toll Road in Sriwedari Village and Keji
Village. The research method is a qualitative method with a descriptive approach.
The data collection techniques used are interviews and document studies.

The results showed that there were problems in land acquisition activities
in Sriwedari and Keji Villages, namely: (a) absentee landowners and absentee
land; (b) lack of inheritance files; (c) disputes over land parcels; (d) inaccurate
DPPT data; (e) lost and changed land parcels; (f) absentee landowners during the
appointment of parcel boundaries; and (g) differences in land values. The solutions
to these problems are: (a) communication to the closest family; (b) communication
to the heirs to immediately complete the inheritance data; (c) mediation; (d)
involving village officials and using data from the village office during inventory
and identification; (e) presenting landowners and agencies that need land in the
appointment of parcels and conducting mobile measurements; (f) authorized by
written power of attorney; and (g) explanation related to valuation methods and
differences in land values to the entitled parties.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak pasca reformasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di
Indonesia semakin mengalami peningkatan. Salah satu hal yang signifikan
yakni meningkatnya infrastruktur di berbagai wilayah. Telah dijabarkan di
dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
mengenai salah satu kebijakan umum agenda prioritas Presiden Joko Widodo
yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mendukung aktifitas
perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Dalam
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 telah dijelaskan jenis infrastruktur,
antara lain infrastruktur transportasi, infrastuktur jalan, infrastruktur
pengairan, insfrasruktur air minum, infrastuktur air limbah, infrastruktur
pengelolaan persampahan, infrastruktur telekominukasi dan informatika,
infrastruktur ketenagalistrikan, infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi,
infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana, infrastruktur kawasan,
infrastruktur pariwisata, infrastruktur kesehatan, infrastruktur lembaga
pemasyarakatan, dan infrastruktur perumahan rakyat.

Salah satu contoh pembangunan infrastruktur guna mempercepat
perekonomian dan mewujudkan pemerataan pembangunan nasional adalah
pembangunan infrastruktur berupa jalan tol Jalur Yogyakarta-Bawen.
Pembangunan jalan tol ini bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui
kemajuan perekonomian sebuah negara, baik secara makro maupun secara
mikro. Jalan tol mempunyai fungsi untuk menghubungkan pusat produksi
dengan pasar global, hal itu untuk mempermudah dan mempercepat arus
keluar masuk barang (Oerbawati dkk, 2021).

Maksud dan tujuan rencana pembangunan tersebut berdasarkan Surat
Pemberitahuan Nomor 590/0009895 Tentang Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Provinsi Jawa Tengah yakni :



a) Meningkatkan aksesibilitas suatu daerah untuk mendorong minat swasta
dan masyarakat dalam rangka pengembangan wilayah sehingga
meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengurangi kesenjangan
pembangunan antarwilayah;

b) Mengurangi kemacetan di wilayah Jawa Tengah dan D.l. Yogyakarta
dengan memberikan alternatif kepada pengguna jalan yang
mengakomodir pergerakan kendaraan lalu lintas dan Pusat Kota,
Kawasan Wisata dan Residensial serta mempersingkat waktu tempuh di
wilayah Jawa Tengah dan D.l Yogyakarta dan sekitarnya.

Dalam pembangunan jalan tol tentu saja yang paling penting adalah
ketersediaan tanah atau lahan yang relatif luas. Sehubungan dengan itu
pemerintah memerlukan area lahan untuk melaksanakan pembangunan.
Kendati demikian, ketersediaan tanah negara yang belum diberikan hak atas
tanahnya dan tanah negara yang dikuasai oleh instansi pemerintah jumlahnya
terbatas. Maka dari itu, pemerintah sebagai penyelenggara pembangunan
melibatkan para pemilik tanah dalam upaya menyediakan tanah agar
pembangunan infrastruktur dapat terlaksana.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dijelaskan
bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan dalam menyediakan tanah dengan
memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
Kegiatan pengadaan tanah diselenggarakan melalui 4 (empat) tahapan,
meliputi tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahapan
penyerahan hasil. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2012.

Dilansir dari laman Simpul Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
(KPBU) pada tahun 2023 milik Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta —
Bawen ini dilaksanakan oleh dua pemerintah provinsi, yaitu pemerintah
Provinsi D. I. Yogyakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jalan tol ini

direncanakan membentang sejauh kurang lebih 75,82 kilometer dengan 4



(empat) lajur dan 2 (dua) jalur, 6 (enam) seksi, dan 2 (dua) junction. Pada
Pembangunan di wilayah Provinsi Jawa Tengah dibutuhkan luas lahan
sebesar + 909,78 hektar. Lokasi pembangunan jalan tol ini meliputi 5 (lima)
kabupaten/kota yakni Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kota
Magelang, dan Kabupaten Magelang.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum sudah lazim jika terjadi permasalahan seperti misalnya
kegiatan pengadaan tanah pembangunan jalan tol Surabaya-Mojokerto yang
telah diresmikan pada tahun 2017 silam. Terdapat masalah yang timbul pada
saat proses musyawarah penetapan ganti kerugian yang bermula ada oknum
yang membuat provokasi masyarakat untuk menolak besaran ganti kerugian.
Selain itu juga beberapa masyarakat masih belum bisa mengambil uang ganti
rugi di pengadilan karena bidang tanahnya mengalami masalah berupa
sengketa waris, alas hak digadaikan ke pihak lain dan penolakan harga tanah.
(Taruna & Susilowati, 2023)

Pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol
jalur Yogyakarta — Bawen khususnya di Desa Sriwedari dan Desa Keji
Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang ini tentunya juga tidak terlepas
dari permasalahan. Berdasarkan hasil pra survei diperoleh informasi dari
Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magelang bahwa
dalam pelaksanaan pengadaan tanah terjadi permasalahan salah satunya
permasalahan terkait kelengkapan berkas, pengukuran dan perbedaan nilai
tanah pada perbatasan wilayah desa serta kendala lainnya. Berdasarkan uraian
di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul
“Permasalahan Dan Solusi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
Jalan Tol Jalur Yogyakarta-Bawen (Studi Di Desa Sriwedari Dan Desa Keji

Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang)”



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah yang
akan diteliti lebih lanjut sebagai berikut :
1. Permasalahan apa saja yang dihadapi pada tahap pelaksanaan dan
penyerahan hasil kegiatan pengadaan tanah jalan tol Jalur Yogyakarta —
Bawen di Desa Sriwedari dan Desa Keji Kecamatan Muntilan?
2. Bagaimana solusi untuk penyelesaian permasalahan pada tahap
pelaksanaan dan penyerahan hasil kegiatan pengadaan tanah jalan tol
Jalur Yogyakarta — Bawen di Desa Sriwedari dan Desa Keji Kecamatan
Muntilan?
C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi pada tahap pelaksanaan
dan penyerahan hasil kegiatan pengadaan tanah jalan tol Jalur Yogyakarta
— Bawen di Desa Sriwedari dan Desa Keji Kecamatan Muntilan.

2. Untuk mengetahui solusi yang dapat diberikan dalam mengatasi
permasalahan dihadapi pada tahap pelaksanaan dan penyerahan hasil
kegiatan pengadaan tanah jalan tol Jalur Yogyakarta — Bawen di Desa
Sriwedari dan Desa Keji Kecamatan Muntilan.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Akademis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan solusi mengenai
permasalahan yang terjadi pada tahap pelaksanaan dan tahap penyerahan
hasil kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemerintah
dalam menyelesaikan permasalahan mengenai pelaksanaan Pengadaan

tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.



BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan

dan solusi pengadaan tanah untuk kepentingan umum Jalan Tol Yogyakarta-

Bawen, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pengadaan tanah Jalan tol

Yogyakarta-Bawen di Desa Sriwedari dan Desa Keji antara lain :

a.

g.

Pemilik tanah tidak ada di lokasi dan adanya tanah absentee atau
guntai

Kekurangan berkas waris

Adanya sengketa bidang tanah antara Desa Ngawen dan Desa
Sriwedari

Data pada DPPT yang tidak akurat

Patok bidang tanah yang hilang dan berubah tempat

Para pemilik tanah yang tidak hadir saat kegiatan penunjukkan batas
bidang tanah

Perbedaan nilai tanah antara Desa Sriwedari dan Desa Keji

2. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya :

a.

Dilakukan komunikasi kepada keluarga atau kerabat terdekat
melalui aparat desa untuk segera mengumpulkan berkas yuridis.
Dalam hal ini jika pemilik tanah tidak diketahui keberadaannya,
maka dilakukan konsinyasi

Melakukan komunikasi kepada keluarga ahli waris untuk segera
melengkapi dokumen waris dan membuat sukrat keterangan waris
terbaru. Jika ahli waris tidak diketahui keberadaannya, maka
dilakukan konsinyasi

Melakukan upaya mediasi terhadap kedua belah pihak untuk
mencapai kesepakatan dan perdamaian dan dihadirkan pihak

mediator dari Kantor Kecamatan Muntilan.
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d. Melibatkan aparat desa dalam kegiatan inventarisasi dan identifikasi
dan menggunakan data pendukung terkait pertanahan dari kantor
desa.

e. Menghadirkan pemilik tanah dan instansi yang membutuhkan tanah
untuk menunjukan batas bidang dan juga dapat dilakukan
pengukuran keliling

f.  Membuat surat kuasa tertulis atas nama orang lain. Dalam hal ini jika
pemilik tanah tidak diketahui keberadaannya, maka dilakukan
konsinyasi

g. Dilakukan penjelasan mengenai metode penilaian dan perbedaan
nilai tanah oleh KJPP kepada pihak yang berhak yang dihadiri PPK
dan Pelaksana Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten
Magelang. Jika pihak yang berhak masih menolak nilai ganti
kerugian dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri
Setempat. Sementara itu, Jika pihak yang berhak menolak ganti
kerugian tetapi tidak mengajukan keberatan ke pengadilan negeri,
maka dilakukan konsinyasi

B. Saran

1. Perlu adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara instansi yang
membutuhkan tanah, pelaksana pengadaan tanah, pejabat pembuat
komitmen dan aparat desa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan
pelaksanaan pengadaan tanah, hal ini untuk mencegah terjadinya
misskomunikasi

2. Perlu adanya sosialisasi dan pembuatan forum komunikasi melalui aplikasi
group chat terkait pemahaman dalam tahapan pelaksanaan pengadaan tanah
dan ganti rugi terhadap masyarakat agar tercapai kesepakatan mengenai
persepsi antarwarga dengan pemerintah serta instansi yang membutuhkan

tanah mengenai harga nilai tanah yang diganti rugi.
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3. Perlu adanya suatu platform media sosial atau website yang digunakan oleh
pemerintah desa untuk menyebarkan informasi update terkait kegiatan
pengadaan tanah yang sedang berjalan supaya masyarakat dapat mengetahui

perkembangan terbaru dari kegiatan pengadaan tanah.
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